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A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh
informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang
baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul
Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi

pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai PPID
Pembantu memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya

layanan informasi publik yang baik yang dapat diakses melalui :

a) Email : disnakertrans@bantulkab.go.id

b) Website : https://disnakertrans.bantulkab.go.id/

c) Media Sosial
a. Instagram . https://www.instagram.com/disnaker.bantul/
b. Facebook . https://www.facebook.com/disnakerbantul/

c. Facebook BLK : https://www.facebook.com/blk.bantul.1
d. Twitter . https://twitter.com/disnakerbantul
e. Youtube : DISNAKERTRANS BANTUL

d) Telepon Layanan Informasi dan Pengaduan : 0274 — 367277

e) Tatap muka
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2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

dan Kualifikasinya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam memberikan
pelayanan informasi publik melibatkan seluruh pegawai yang terdiri dari
Sekretariat, Bidang PTKPKT (Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan
Kerja dan Transmigrasi), Bidang Hubungan Industrial, Bidang Pelatihan
Kerja dan Produktivitas dan UPTD Balai Latihan Kerja.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Layanan informasi dan Pengaduan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bantul dilakukan pada :

Hari Waktu Pelayanan Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis 07.30 - 15.30 12.00 - 13.00
Jum’at 07.30 —15.30 11.00 - 13.00

Berikut data jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2025 yang

masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1 | Jumlah permohonan informasi publik | 8 permohonan

Waktu yang diperlukan dalam
memenuhi setiap permohonan
2 1 hari
informasi publik dengan klasifikasi

tertentu

Jumlah permohonan informasi publik
3 | yang dikabulkan baik sebagian atau | 8 permohonan

seluruhnya

Jumlah permohonan informasi publik
4 ) 0 permohonan
yang ditolak beserta alasannya

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa

informasi publik :
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1 | Jumlah keberatan yang diterima 0 pengajuan

Tanggapan atas keberatan yang
2 | diberikan dan pelaksanaannya oleh | 0 tanggapan
badan publik

Jumlah permohonan penyelesaian

3 | sengketa ke Komisi Informasi yang | O permohonan

berwenang

Hasil mediasi dan/atau keputusan

ajudikasi Komisi Informasi yang
4 0 putusan
berwenang dan pelaksanaannya oleh

badan publik

Jumlah gugatan yang diajukan ke
5 . 0 gugatan
pengadilan

Hasil putusan pengadilan dan
6 _ 0 putusan
pelaksanaannya oleh badan publik

E. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi
Publik

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum memiliki ruangan khusus

pelayanan PPID dan juga terbatasnya sarana prasarana pendukung lainnya.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Informasi

Adanya ruangan khusus pelayanan PPID beserta sarana prasarana yang

memadai.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan
dalam mengevaluasi kinerja PPID Pembantu Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi kabupaten Bantul.

Bantul, 30 Januari 2026
Kepala Dinas PlIt Sekertaris,

NIP : 196807201996031003 NIP : 197508131998032005
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Lampiran |.
Kegiuatan PPID Pelaksanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul Tahun 2025.

No Kegiatan Pelaksanaan

1 | Mengelola konten website PPID Januari - Desember 2025

2 | Mengelola Konten media sosial dinas Januari - Desember 2025

3 | Rapat Koordinasi PPID Internal 2 Juni 2025

4 Sosiglisasi Keterbukaan Informasi Badan 11 Juni 2025
Publik
Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi ,

5 Badan Publik 18 Juni 2025
Pendampingan Keterbukaan Informasi Publik

6 | “ Mewujudkan Layanan Informasi Publik 5 Agustus 2025
Istimewa”
Workshop “Optimalisasi Media Sosial dalam

! Mendukung Layanan Informasi Badan Publik” 24 September 2025
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan

8 | Informasi Badan Publik di Lingkup Pemerintah 2 Desember 2025
Kabupaten Bantul

Bantul, 30 Januari 2026
PPID Pelaksana

Agus Yuli Herwanta, S.T., M.T.
NIP : 196807201996031003
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Lampiran |l
Dokumentasi Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul Tahun 2025

3. DIGITALISASI - SAQ

Pengelolaan informasi melalui teknologi digital:
* Pengelolaan website dan media sosial: personil,
mekanisme perencanaan-monitoring-evaluasi berkala
* Pengelolaan data: dapat dibagipakai dan mekanisme
perlindungan data pribadi

* Prosedur keamanan informasi: data hanya dapat diakses oleh
yang berhak=confidentiality, data yang disimpan dapat diandalkan, bebas
dari gangguan=integrity, data dapat diakses dan digunakan saat dibutuhkan

walaupun sedang terjadi gangguan=availability)

G R LEICT .
Gambar 2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
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Gambar 3. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik
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Gambar 4. Pendampingan Keterbukaan Informasi Publik “ Mewujudkan
Layanan Informasi Publik Istimewa”
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Gambar 5. Workshop “Optimalisasi Media Sosial dalam Mendukung Layanan
Informasi Badan Publik”

¥/
Gambar 6. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul
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TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMOHONAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2025
Bulan Permohonan Informasi Sengketa Rata-rata Waktu Pemenuhan Alasan
Jumlah | Diterima | Ditolak Informasi Permohonan Informasi Penolakan
Januari 0 0 0 - 0 hari )
Februari 1 1 0 ; 1 hari i
Maret 0 0 0 - 0 hari -
April 0 0 0 - 0 hari -
Mei 1 1 0 - 1 hari -
Juni 0 0 0 - 0 hari -
Juli 1 1 0 - 1 hari -
Agustus 1 1 0 _ 1 hari )
September 1 1 0 - 1 hari )
Oktober 1 1 0 - 1 hari i
November 0 0 0 - 0 hari )
Desember 2 2 0 i 1 hari i
Jumlah 8 8 0
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